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BALAI KOTA
LKPD Tep at Waktu

WALI Kota Pontianak, Sutarmidji meminta
kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku pengguna angga-
ranbesertapersomlyang
menangani keuangan

7

dapat menyiapkan bah-
an-bahan kelengkapan
yang berkaitan dengan
audit.

“Saya berharap hal
ini untuk memudahkan
komunikasi, informasi
dan Karifikasi kepada
BPK,” ungkap Midji, usai

Sutarmidji

keglatanpen]elasanaudlt :

pendahuluanlaporankeuanganPemkotPonUanak
tahun 2010 oleh Tim BPK RI Perwakilan Kalbar,

% Ke Halaman 23 kolom 1.

_ dan barang (aset), untuk -

LKPD Tepat Waktu

Sambungan dari halaman 17

Selasa (25/1). Maka dari ity,
Laporan Keuangan Pemkot
Pontianak harus tepat waktu.
Dengan harapan, hasil audit
BPK mendapat opini ‘Wajar

Tanpa Pengecualian’. Ma-

kanya, SKPD diKotaPontianak
melakukan rapat koordina-
si terkait rekomendasi BPK
Perwakilan Kalbar terhadap
laporanpengelolaankeuangan
daerah itu. “Rapat koordinasi
itu, agar pengelolaan keuan-
gan daerah tahun 2010 tidak
banyaktemuanlagi, tegasnya.

Untuk memenuhi amanat
pasal31ayatlUndang-undang
nomor 17 tahun 2003 tentang
keuangan Negara, Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) yang telah diperiksa
BPK RI harus disampaikan ke
DPRD paling lambat Bulan
Juni.

Berdasarkan pasal 3 ayat(3)
Peraturan Pemerintah nomor
8 tahun 2006 yang dijabarkan
melaluiPeraturan MenteriDa-
lam Negerinomor4tahun2008
tentangPedoman Pelaksanaan
Reviewataslaporan Keuangan
Pemerintah Daerah, diatur
bahwa Inspektorat provinsi/
kabupaten/kotamelakukanre-

~ view atas laporan keuangan.

“Hasil review ini menjadi

‘dasar pertimbangan Guber-

nur/Walikota/Bupati mem-
buat Pernyataan Tanggung
Jawab (PTJ) yang merupakan

LKPD yang dikirimkan pada

~ BPK dalam rangka pemerik-

saan pengelolaan dan per-
tanggungjawaban keuangan
daerah,” katanya.
PemkotPontlanakkedepan
akan berupaya semaksimal
mungkin melakukan perbai-
kan dalam hal pengelolaan
keuangan daerah agar tidak
lagi menjadi temuan BPK.
Mengingat temuan BPK ter-
hadap LKPD banyak yang
sifatnya kesalahan adminis-
trasi saja.
“Mudah-mudahan tahun
mendatang laporan pengelo-

" laankeuangan daerah semakin

baik sehingga tidak ada lagi
temuan oleh BPK,” kata Midji.
Walikota juga menegaskan

bahwa SPJ dari bulan Januari
hingga Desember 2010 telah
selesai dlpertanggung]awab—
kan.

Serta sisa UYHD telah
disetorkan sesuai dengan ke-

‘tentuanyangtelah ditetapkan.

Bahkan, laporan keuangan
SKPDyangterdiri dari Neraca,
LRA dan Catatan Ataslaporan
Keuangan (CALK) telah sele-
sai penyusunannya dan siap
dilakukanreview oleh Inspek-
torat Kota Pontianak.
“Mudah-mudahan, dengan
adanya hal ini terciptanya tata
kelolapemerintahanyangbaik,
transparansidan akuntabilitas
pengelolaankeuangandaerah
khususnya Pemerintah Kota
Pontianak,” ujarnya. (ody)




